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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu upayal  guna meningkatkaln kualitas pelayanan, sebalgaimalnal  

diamanatkan dalam Undang - Undang Republik Indonesial  Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Program Pembalngunan Nalsional (PROPENAS), perlu disusun Indeks 

Kepuasaln Masyarakalt (IKM) sebalgai tolalk ukur untuk menilai tingkat kualitas 

pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan menegaskan balhwal  penyelenggara berkewaljiban melakukan penilaian 

kinerjal  penyelenggaraaln pelayanan secaral  berkala. 

Selain itu, data IKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadalp unsur 

pelayalnaln yalng masih perlu perbaikaln daln menjadi pendorong setialp unit 

penyelenggaral  pelayalnaln untuk meningkatkan kualitals pelayalnannya. Indeks 

Kepuasaln Masyarakat (IKM) adalah datal  dan informasi tentang tingkalt kepuasaan 

masyarakat yang diperoleh dalri hasil pengukuran secaral  kuantitatif daln kualitatif 

atas pendapat malsyarakalt dalam memperoleh pelayanaln dari aparatur 

penyelenggaral  pelayanan dengan membandingkan antaral  harapan dan 

kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit 

pelayalnaln secara berkala sebagai bahan untuk menetalpkaln kebijakan dalam ralngkal  

peningkatan kualitas Pelayanan publik selanjutnya. 

Menurut  Indrasari  (2019:57)  pelayanan  secaral   umum  adalah  setiap 

kegiataln yang diperuntukkan atalu ditujukan untuk memberikan kepuasan 

pelanggan kepada pelanggan, melalui pelayanaln ini keinginan daln kebutuhan 
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pelanggan dalpat terpenuhi. Pelayanan dalpalt didefinisikaln sualtu jasal  pada 

pemberian layanan (melayani) keperluan pelanggan atau masyalrakalt yang 

mempunyali kepentingan padal  lembaga tersebut sesuai dengaln aturan pokok dan 

tata calra yang telalh di tetapkan. Sementara definisi menurut Undang-Undalng (UU) 

Nomor 25 Tahun 2009 tentalng Pelalyanan Publik adalah kegiataln atalu ralngkalialn 

kegialtan dalam rangkal  pemenuhan kebutuhaln pelalyanan sesuai dengan peraturan 

perundalng-undalngan balgi setialp walrga negalral  daln penduduk atas barang, jasa dan 

pelayalnaln administratif yang disedialkaln oleh pelayanan publik. Pelayanan yalng 

baik adalah pelayanan berkualitas yang dapat memuaskaln pelanggan daln 

mempertalhankan pelanggan melalui peninjauan terhadalp kepuasan jasa maupun 

produk yalng diberikan kepada pelanggan. 

Kualitas pelayanan menggambarkan kondisi yang menciptakan hubungan 

dinamis antalra penggunal  maupun pemberi layanan. Apabilal  layanan yalng telah 

diberikaln sesuali dengan yang diharapkan, malkal  dapat dikatakaln pelayanan tersebut 

baik. Baik buruknya kualitals pelayanan bukan berdalsarkan sudut palndalng atau 

persepsi penyedial  jasal  atau lalyalnaln melainkaln berdasalrkaln padal  persepsi 

masyarakat dan aturan mengenai kualitas pelayanan. Pelalyanan yang buruk akaln 

menciptakan citral  negaltif bagi pemerintalh. Oleh sebab itu, apabila kualitas tidak 

memenuhi daln melebihi harapaln, keinginan dan kebutuhan konsumen malkal  

kepuasan tidalk tercapai (Ikralmah, 2023) Bila ingin mendalpaltkan pelayanan yang 

optimall, malsyaralkat halrus melakukan ballas jasal  dengan melakukan pembalyaran 

dalam jumlalh tertentu, malkal  hall tersebut dikategorikan sebagai penyuapan. Hal 

tersebut menunjukkan balhwa pelalyanan yang diberikaln belum memuaskaln yang 
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mengakibaltkan masyarakat enggan untuk mengurus segala sesuatu yang 

berhubungan dengan birokrasi pemerintah secara langsung. 

Indeks Kepuasan Masyalrakat (IKM) merupakaln alat ukur yalng digunakaln 

untuk mengetahui tingkat kepuasan malsyarakat terhaldalp pelalyanan publik 

(Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004). 

Pengukuraln IKM dapat menjaldi balhan penilaialn terhaldap unsur pelalyalnan yang 

masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggalral  pelayanaln 

untuk meningkaltkaln kualitals pelayanalnnya. Setiap instansi pemerintalh yang 

melalkukan pelayanan tentunya melakukan evaluasi dalalm meningkaltkan kuallitas 

pelayanan publik. 

Salalh saltu kalntor pemerintah yang alktivitalsnya memberikaln pelalyalnaln 

publik kepada malsyarakat aldalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Gayo Lues. Dinals Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) adalah salah satu instalnsi pemerintalh yang berperan 

penting dalam memberikan layanan perizinaln dan non-perizinaln kepada 

masyalrakat selalu berupalyal  untuk meningkatkaln kualitas layanannyal. Dinas 

Penalnalmaln Modal daln Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupalten Galyo Lues 

berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gayo Lues Nomor 14 Tahun 2017 

Tentalng Penyelenggaraaln Pelalyanan Terpadu Satu Pintu, Berdasarkan Perda ini, 

DPMPTSP Kabupaten Gayo Lues diselenggalrakan agar masyalralkalt dalam 

memperoleh pelalyanan perizinan dan non perizinan bisa memperoleh informalsi 

mengenali lokalsi tempalt, walktu, bialya, persyalraltaln, prosedur, penyampaian dan 

penyelesaian pengaduan. Salalh saltu tujuan penyelenggaralaln PTSP ini yalitu 

meningkaltkal n kualitas layanan publik dengaln memperpendek proses lalyanaln. 
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Untuk mengukur tingkat kepuasaln malsyarakat terhadap pelayanan tersebut, malkal  

dilakukaln penilalialn kinerja penyelenggaraan pelalyanaln publik secaral  berkala 

dengan menggunalkaln indikator kinerja berdasarkaln stalndalr pelayanan. 

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Sari et. al (2020) dalam 

jurnal “Jurnal Administrasi Publik” tentang analisis IKM di beberapa kabupaten di 

Indonesia, menemukan bahwa faktor utama ketidakpuasan masyarakat adalah 

birokrasi yang rumit dan kurangnya transparansi. Di tingkat lokal, studi Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gayo Lues tahun 2021 menunjukkan bahwa 

tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan di daerah tersebut masih 

rendah, dengan indikasi adanya keluhan terkait waktu penyelesaian dan kompetensi 

petugas. Oleh karena itu, analisis IKM terhadap pelayanan publik di DPMPTSP 

Kabupaten Gayo Lues menjadi penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan 

efektivitas pelayanan dan mendukung pembangunan daerah. 

Peneliti ingin meneliti lebih lalnjut mengenali kepuasaln masyalrakat terhadalp 

pelayanan publik yang terdalpat pada Dinals Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Saltu Pintu Kabupaten Gayo Lues, sehingga judul penelitian ini Analisis 

Indeks Kepuasaln Malsyarakat Terhadap Pelalyalnaln Publik Palda DPMPTSP 

Kabupaten Gayo Lues.. 

Berikut ini adalah jumlah data pengunjung yalng melalkukaln pelayanan 

perizinan pada DPMPTSP jangka waktu Januari 2022 - Oktober 2024 sebagai 

berikut: 
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Talbel 1. 1 

Rekalpitulalsi Jumlalh Pengunjung yang melalkukan pelalyalnan 

perizinaln DPMPTSP Kabupaten Ga lyo Lues 

No 

Jumlah Pengunjung 

2022 2023 2024 

1 211 Orang 227 Orang 720 Orang 

Totall 1.158 Orang 

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Gayo Lues 2024 

Tabel di altals merupakan daftar pengunjung yang melakukan pelayanan 

perizinan padal  Dinals Penanamaln Modal daln Pelalyalnaln Terpadu Saltu Pintu 

Kabupalten Gayo Lues yang dimana palda alwal Januari - Desember 2022 adal  211 

oralng yang melakukan pelayalnaln perizinan, Kemudialn pada awall Januari - 

Desember 2023 ada 227 orang yang melakukan pelayanan perizinan, daln pada awall 

Januari - Oktober 2024 adal  720 orang yalng melakukan pelayanaln perizinan di 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayalnan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 

Berdasalrkan halsil pra survei kepuasaln masyalralkalt terhadap pelalyanaln 

perizinan disebarkan 30 orang malsyarakat yalng melalkukaln pelayanan di 

DPMPTSP Kabupaten Gayo Lues diketahui bahwal  masih terdapat permalsalalhaln 

terkait dengan pelayanan instalnsi tersebut. Hasil pral  survei indikator memiliki nilai 

ralta-ralta mealn sebesar 3,573 yang mengidentifikasi bahwal  balnyak permasallalhaln 

pada kepuasan malsyarakat yang menggunakan pelalyanan perizinaln di DPMPTSP 

Kabupalten Galyo Lues. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusaln masalah alkaln menjaldi definisi masalah yalng jelals yalng dapat 

dijadikan pedomaln dalam melakukaln penelitian, menjadikalnnya sebagai titik 
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referensi yang signifikaln. Sesuai dengaln uralialn konteks penelitialn, telah ditemukan 

permalsalahan sebagai berikut: 

1. Apakah nilai Indeks Kepuasaln Masyarakat berpengaruh terhadalp pelayanan 

publik pada Dinas Penanaman Modal daln Pelalyanaln Terpadu Satu Pintu di 

Kabupalten Gayo Lues? 

1.3 Tujualn Penelitian 

Dalam setiap penelitialn yalng dilaksalnakaln mempunyai tujuan yang hendak 

dicapai altau alpal  yalng menjadi tujualn penelitialn. Adalpun yang menjadi tujuan 

penelitial n aldalah sebagali berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 

pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu di Kabupaten Gayo Lues. 

1.4 Malnfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dalpalt memberikan malnfaat adalalh sebagai 

berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

 

Dalam penelitialn ini diharapkaln dapat memberi masukan daln evalualsi 

dalam hall menyadari pentingnyal  memberikan pelayanan yang efektif dalam 

mewujudkan suatu kinerjal  yang baik dalam melayani masyalrakat mengenai 

berbagali persoalan kepuasan dalam melalyalni masyarakat di Dinas Penanaman 

Modal dan Pelalyanan Terpadu Saltu Pintu di Kabupaten Gayo Lues. Dengan 

kata lain, penelitian ini diharapkaln dapat menjadi solusi allternaltif dalam 

meningkatkan pelayanan yang baik. 
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b. Manfaalt Pralktis 

 

Dapat menambah walwasaln daln pengetahuan terkalit Indeks Kepuasan 

Masyarakat terhadap pelayanaln publik pada Dinals Penalnamaln Modall dan 

Pelayalnaln Terpadu satu Pintu Kabupaten Gayo Lues dan kuallitals pelalyalnaln 

pada dinas tersebut. 


